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A. Kajian Pustaka
1. Jual beli
Islam memberikan perintah untuk menggapai kebaikan pada setap
menusia dengan cara mencari rezeki yang halalan thayyiban guna mewujudkan
manfaat dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Mekanisme yang
diupayakan oleh manusia menggapai kebaikan dunia dengan berbagai cara, salah
satunya adalah dengan cara jual beli. Sebagaimana ungkapan dalam sebuah teori
tentang usaha mencari rezeki bahwa kemampuan dalam menggali karunia atau
rezeki ini akan membebaskan setiap muslim dari kebergantungan kepada siapa
pun sehingga ia hanya akan bergantung kepada Allah SWT
a. Pengertian Jual Beli
Jual beli merupakan aktivitas dalam lingkup sosial yang mempunyai
peranan yang sangat penting untuk melengkapi kebutuhan hidup di
masyarakat, aktivitas ini melalui pertukaran barang dan jasa yang disepakati
bersama. Untuk memahami secara komprehensif tentang jual beli, maka telah
dijabarkan definisi jual beli oleh beberapa ahli, menurut Ammi Nur Baits jual

beli merupakan kata dari bahasa arab al Ba'i (~J)yang merupakan kata
turunan dari kata a/ Ba’a (s)) yang bermakna depa, yaitu jarak antara ujung-

ujung dua telapak tangan ketika dipegangkan keduanya. Hal ini merupakan

L Siti Jamilah ,dkk, Dasar-dasar Ekonomi Islam,(Banyumas: CV. Amerta Media, 2022), 99.
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sebuah gambaran bahwa antara penjual dan pembeli sama-sama menjulurkan
tangan saat mengambil dan menerima barang dan nilai uang.?

Menurut Rahmat Hidayat, bahwa jual beli merupakan pengalihan hak
milik dari pihak yang bertansaksi dengan harga yang dianggap mempunyai
persamaan nilai.® Denisi yang selaras tentang jual beli juga di sampakan
bahwa jual beli merupakan suatu kesepakatan tukar menukar benda atau
barang yang memiliki persamaan nilai secara sukarela diantara kedua belah
pihak, yang satu menerima barang yang diperjualbelikan dan pihak lain
menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan
syara’ dan disepakati. * Aktifitas jual beli yang dilakukan umumnya tidak
lepas dari kesepakatan antara penjual dan pembeli atas barang dan jasa yang
di tukar dengan harta senilai yang di sepakati. Menurut istilah lain
disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta yang bertujuan
adanya kepemilikan secara suka sama suka, berdasarkan cara yang sudah
diatur dalam syariat dan tentunya harus melalui ijab-gabul.’ Terminology jual
beli juga di landasi saling rela satu dengan lainnya dalam rangka melepas hak
milik. Menurut perundang-undangan hukum Indonesia terdapat beberapa

corak tentang jual beli yang diatur dalam undang-undang, diantaranya adalah:

2 Ammi Nur Baits, Pengantar Figih Jual Beli & Harta Haram, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah
Jogja, 2022), 24

3 Rahmat Hidayat, Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah,( Medan: Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Sumatra Utara, 2020), 28.

4 Akhmad Farroh Hasan, Figih Muamalah dari Klasik Hingga Konpemporer, (Malang:UIN-
Maliki Malang Press, 2018), 30

5 Anggria Lastari, Akad Jual Beli dalam Persepektif dalam Muamalah dan Peranan BMT di LKS,
(YYogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 2.
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1) KUHPerdata pasal 1457 menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu
persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinyanya untuk
menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga
yang dijanjikan.®

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Insonesia (DSN-MUI)
disebutkan bahwa jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang
mengakibatkan perpindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan
barang dan harga.’

Wahbah Az Zuhaili didalam kitab figih mengutip terminologi
beberapa ulama:® yang mempunyai persamaan subtansi tentang jual beli,
diantaranya:

1) Transaksi berdasarkan hanafiyah ialah peralihan harta dengan maal yang
disepakati atas metode tertenu. Atau, peralihan barang harta berharga
dengan mekanisme tertentu

2) Imam Nawawi dikarya beliau Majmu' bahwa jual beli adalah tukar-
menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.

3) Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni mendefinisikan transaksi al bai’
dengan mengalihkan sesuatu yang bertujuan pemindahan hak milik.

4) Menurut syayid sabiq menjelaskan bahwa jual beli dalam syariat adalah

pertukaran harta dengan hartadengan di landasi saling rela, atau

® KUHPerdata Pasal 1457 tentang jual beli.

" Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.110/DSN-MUI/1X/2017

8Wahbah Az Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu jilid V, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011),
25.
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pemindahan kepemilikan dengan penukarana dalam bentuk yang di
izinkan.®
Dari beberapa definisi diatas, terdapat beberpa persamaan subtansi
dan tujuan jual beli yang terbentuk melalui akad yang disepakati kedua pihak
saling rela, tukar menukar barang dan harga serta perpindahan hak milik.
Sehingga dalam definisi jual beli di simpulkan bahwa jual beli adalah akad
perjanjian tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan secara saling
ridha dan suka sama suka antara penjual dan pembeli yang melibatkan
kesepakatan untuk memindahkan kepemilikan brang dan jasa.
b. Dasar Hukum Jual beli
Jual beli yang di praktekkan status hukumnya mubah (boleh). Dasar
legalitas transaksi al bai’ berasal diantaranya Al Quran dan Hadits, Ayat —
ayat Al Quran mengatur dasar-dasar perniagaaan agar dilakukan secara adil
dan jujur dan membawa maslahat bagi semua pihak, berikut ini adalah
beberapa ayat utama mengenai jual beli :
1) Al Quran
B2 i 55 Glas 0355 T W1 ol o 1&gt g ¥ il 30 e
O o o S8l B B s s

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu?®.

% Syayid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid V, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 159
0al-Quran, 4:29
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Ayat diatas menekankan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan
atas dasar sukarela dan saling ridha antara penjual dan pembeli tanpa paksaan
atau cara-cara yang bathil. Pada akhir ayat Allah menegaskan agar manusia

tidak melakukan kedzaliman terhadap diri sendiri.

4
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Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan
berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*!

Ayat diatas memerintahkan dalam larangan agar manusia tidak
mengambil hak milik orang lain dengan jalan bathil dengan melakukan segala
cara. Dan larangan jangan meyuap hakim agar bisa menguasai harta orang

lain dengan cara dosa.

BN« el n a2l i a1 £k S 055k ¥ gl B8
v wy AR A 505\ s ol AT AsToa il At 2T ) 56 2450
b tho T 24 Slgls 318 25l J & Gla s A6 g5 L

e 344>
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya.?

L Al-Quran, 2:188
2 Al-Quran, 2:275
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Menurut ayat diatas, Allah menyematkan perumpamaan yang buruk
kepada pemakan riba yang di gambarkan seperti orang gila atau kesurupa
nsaat di bangkitkan pada hari kiamat, yang tidak kalah penting dalam ayat ini
adalah bantahan logika manusia bahwa riba itu sama dengan perdagangan,
sedangkan penegasan sangat jelas bahwa Allah mengharamkan riba dan
menghalalkan jual beli. Allah mengancam siapapun yang menentang

daripada aturan Allah dan kembali pada kebatilan.

2
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Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis
dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian),
maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah

kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu.™®

Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa hendaknya dalam
melakukan jual beli ada pihak lain yang bertindak sebagai saksi atas kegiatan
tersebut, serta perintah untuk memudahkan dalam penulisan jual beli.
Diantara keutamaan adanya saksi transaksi jual beli untuk saling
mengingatkan dan sebagai media reminder bias salah satu pihat mengingkari
atau terlupakan atas transaksi tersebut.

2) Al Hadits:
Dalam hadis riwayat ini Rasulullah menegaskan bahwa jual beli yang

di ridhai adalah jual beli yang saling suka dan rela antara penjual dan pembeli

13 Al-Quran,2:282
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dalam melakukan transaksi tanpa ada nsur paksaan dari kedua belah pihak.
Kerelaan antar pihak menunjukkan tidak ada unsur paksaan dan tekanan

sehingga transaksi jual beli tidak terkendala beban hukum apapun.

)szcdd%,,w&')‘y;wa‘wg\é\dJ\J G )3

Ada yang bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: ‘“Wahai
Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau
bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan
setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).”4

o e B 23 325 B35 SR B 2 3 Whs Jolad e 2 el B0
AQ'\L/CAU\LSL.&«U\J ijbm\fuiéiadcsua:}%ﬁj/ﬁﬂﬁ
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Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal] berkata:
telah menceritakan kepada kami [Bisyr bin Tsabit Al Bazzar] berkata:
telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Al Qasim] dari
['Abdurrahman bin Dawud] dari [Shalih bin Shuhaib] dari [Bapaknya]
ia berkata: "Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Tiga hal
yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli yang memberi tempo,
peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi
orang-orang rumah bukan untuk dijual."*®

Dalam hadir riwayat ini Rasulullah hendak menyampakan tentag perkara-
perkara yang didalamnya terdapat keberkaha, kemudian Rasulullah

menyebutkan tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, salah satunya
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Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Aban Al Balkhi Abu
Bakr] berkata: telah menceritakan kepada kami [Isma’il bin Ulayyah]

4 HR. Ahmad, Ath Thobroni, dan Al Hakim. https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadist-ekonomi/36
diakses 31 Januari 2026

15 Sunan 1bnu Majah 2280: https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/kitab/6:13?page haditses=16
Diakses 31 Januari 2026
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dari [ Yunus bin Ubaid] dari [ ‘Atha bin Farukh] ia berkata: [Utsman bin
Affan] berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Allah akan memasukkan ke dalam surga seorang laki-laki yang
mempermudah saat menjual atau membeli barang.”®

Dalam hadis riwayat ini Rasulullah ditanya tentang pekerjaan yang terbaik
bagi seseorang, kemudian Rasulullah menjawab bahwa pekerjaan yang
terbaik bagi seseorang adalah yang bekerja dengan usaha kerja kerasnya yang
halal terhadap pekerjaan apapun denga syarat dilakukan dengan cara halal.
Rasulullah menambahkan termasuk pekerjaan yang baik adalah perdagangan
jual beli yang diberkahi.
¢. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) RukunJual Beli

Sebagaimana penerapan beberapa jenis ibadah yang di lakukan dengan
memperhatikan rukun dan syaratnya, demikian pula dengan aktifitas jual beli
agar mampu dijalankan dengan atuan syariat terdapat beberapa rukun dan
syarat dalam jual beli. Rukun adalah rangkaian sesuatu yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukansah atau
tidak da nada atau tidaknya perbutan tersebut.!’ Sedangkan syarat dalam
suatu perkara adalah ketentuan yang harus dikerjakan agar hukum
sesuatuyang dikerjakan menjadi sah.® Dengan demikina aktifitas jual beli
tidak bisa dilakukan dengan sembarangan tanpa memperhatikan aturan rukun

dan syaratnya, oleh karenanya rukun jual beli adalah sebagai berikut.

16 Sunan 1bnu Majah 2193:
https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/kitab/6:13?page haditses=7 diakses 31 Januari 2026
17 M. Igbal Dawami, Kamus istilah Islam,(Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2012), 119.
18 Abu Muhammad FH dan Zainuri Siroj, Kamus Istilah Agama Islam(kiai), (PT. Sarana Panca
Karyanusa, 2018), 250.
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Dalam pandangan Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan Qabul
saja. Dalam pandangan tersebut yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah
kerelaan atara kedua belah pihak sebagai penjual dan pembeli dalam transaksi
jual beli. Namun, karena komponen kerelaan berhubungan dengna hati sering
tidak berwujud. maka diperlukan indikasi (garinah) yang menunjukkan
kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.indikator tersebut bisa dalam bentuk
ucapan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling
menyerahkan barang dan penerimaan harga yang disepakati.'® Wahbah Az
Zuhaili menukil dari pendapat mayoritas ahli figih bahwa jual beli memiliki
empat rukun yaitu pelaku transaksi (penjual, pembeli) pernyataan kata (ijab-
gabul), dan barang yang diperjual belikan. Pendapat mereka ini berlaku pada
semua transaksi.?°

Sementara jumhur ulama menetapkan bahwa rukun jual beli
menetapkan rukun jual beli ada empat yaitu:

a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
b) Shighat (lafal ijab dan gabul)
c) Barang yang dibeli
d) Nilai tukar pengganti barang
Dalam pandangan ini tidak dibedakan antara pelaku transaksi baik

pejual dan pembeli dalam satu kesatuan unsur, dan terdapat peambahan

19 Ru’fah Abdullah, Figih Muamalah, (Serang: Media Madani, 2018), 77.

20\Wahbah Az Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu jilid V, (Terjemah) (Jakarta: Gema Insani Darul
Fikir, 2011), 25.

2L M. Yazid Afandi, Figih Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53
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dengan nilai tukar sebagai rukun jal beli. Nilai tukar yang di maksud adalah
harga yang disepakati antara barang dan uang yang senilai dan sepadan.
Adapun menurut pandangan Ismail Pane berkaitan tentang rukun jual
beli diperinci dengan empat rukun, sementara rukun yang menetapkan pelaku
transaksi dijabarkan dengan beberapa syarat, empat rukun tersebut adalah:
a) Akad (ijab gabul), berarti ikatan yang di lakukan dalam bentuk ucapan
atau cara yang sejenis untuk mengisyaratkan kerelaan antara penjual dan
pembeli.
b) Pihak yang melakukan akad (al-bai’ dan mustari). Merupakan aqid, yaitu
dua pihak yang melakukan transaksi:
i. Beragama Islam, pelakunya orang Islam.

ii. Berakal, orang yang dimaksud dengan orang yang berakal ini adalah
orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang baik baginya.

iii. Kehendaknya sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual
beli tidak dipaksa.

iv. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi
seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau
berumur 15 tahun, dan sesudah haid bagi perempuan.

v. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah
orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik

baginya.
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vi. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya
sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak
dipaksa.

c) barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya
perjanjian jual beli. ma’qud alaih
d) Terdapat harga pengganti barang, dengan tiga syarat; bisa menimbun
nilai, bisa menetapkan harga barang dan bias dijadikan media pengganti.?
Dalam rukun jual beli yang diuraikan ini terdapat empat poin yang
mencakup seluruh aspek dari jual beli. Akan tetapi dalam pandangan lain di
sebutkan ada lima rukun dengan menambahkan barang yang diperjual
belikan, sebab tanpa adanya barang berate jual beli tidak terlaksana. Rukun
tersebut adalah:?® a) Penjual (bai’/&k): Orang yang menyerahkan barang
atau jasa. b) Pembeli (musytari/¢s_sis): Orang yang memberikan pengganti
berupa uang atau barang. ¢) Barang (ma'kiid 'alaihi/2sé=< 43le): Objek yang
diperjualbelikan, harus halal dan jelas sifatnya.. d) Harga (tsaman/c<%): Nilai
yang dibayarkan, harus diketahui secara pasti. ) ljab dan Qabul: Pernyataan
serah-terima dalam transaksi, baik secara lisan, tulisan, atau perbuatan.
Beberapa rukun jual beli secara subtansi memiliki persamaan di antara
para ulama, sehingga dalam praktek di lapangan (masyarakat) tidak

menimbulkan kerancuan dan kebimbangan dalil mana yang di gunakan.

22 |smail Pane,dkk, Figh Mua’'malah Kontemporer,(Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini,
2021), 132.

23 Nabila Lutfianisa, Hana Nafatun Sholihah, Muhibbin, “Analisis Hukum Syari’ah Terhadap
Transaksi Jual Beli Barang Ball (Karungan) Dalam Islam, Jurnal: Gudang Jurnal
Multidisiplin IImu, Volume 3. Nomor. 1, (Januari 2025), 540-547.
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Selama pelaku transksi jual beli memiliki kecakapan secara hukum, akad ijab
dan gabul dan terdapat kerelaan melepas hak milik dan penyerahan nilai
harga, maka jual beli sah menurut pandangan syariat Islam.

2) Syarat Jual Beli

Adapun Pandangan Syayid Sabiq hendaknya beberapa syarat yang

harus dipenuhipada saat jual beli sehingga jual beli yang di laksanajan di

nyatakan sah, diantara syarat-syarat jual beli ada pihak yang berkaitan dengan

orang yang melakukan akad dan ada pihak yang berkaitan dengan barang
yang dijadikan sebagai akad. Yaitu harta yang ingin dipendahkan dari salah
satu pihak kepada pihak lain, baik dari sisi harga atau barang yang akan
ditukarkan.?*

Sebagaimana pendapat yang di uraikan oleh M.Yazid Afandi, bahwa

Jual beli dianggap memenuhi persyaratan sah jika mamenuhi syara-tsyarat

tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut berkaitan dengan orang yang

melakukan akad, obyek akad maupun shighatnya. Secara terperinci syarat-
syarat tersebut adalah sebagai berikut:?

a) Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku; mereka harus memiliki
kompetensi dalam melakukan aktifitas itu, yakni sudah akil-baligh serta
berkemampuan memilih. Maka tidak sah transaksi jual beli yang
dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang

dipaksa. Adapun syarat-syarat jual beli yang di kemukakan oleh

24 Syayid Sabiqg, Fikih Sunnah Jilid V,(Terjemah) (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 162.
25 M. Yazid Afandi, Figih Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 55.
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Muhammad yazid sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan

jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:?

Berakal. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan
akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang
berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun
mendapat izin dari walinya.

Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya,
seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai

penjual, sekaligus pembeli.

b) Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli; obyek jual beli harus suci,

bermanfaat, bisa dialihkan dan merupakan hak milik penuh. Terdapat

tambahan menurut Yenni Yunita yang berkaitan dengan barang yang

diperjual belikan?’

Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

. Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.

iii. Jelas orang yang memiliki barang tersebut.

Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang

telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

¢) Syarat yang berkaitan dengan shighat akad, yaitu ljab dan gabul dilakukan

dalam satu majlis, artinya antar penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang

%6 Muhammad Yazid, Ekonomi Islam,(Surabaya: Imtiyaz, 2017), 21.
27 Yenni Yunita, Ibadah dan Muamalah, (Pekanbaru: UIR Press, 2022), 108.
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dan yang sama, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat
umum dan syarat khusus.
d. Macam-macam Jual Beli

Transaksi jual beli di bagi dalam beberapa macam, tergantung dari
sudut pandang pengamatan tentang jual beli. Aneka macam jual beli
memberikan kemudahan bagi setiap pelaku transaksi agar memperhatikan
macam-macam jual beli yang ingin dilakukan. Beberaga macam kategori
jual beli di uraikan oleh beberapa ahli di antarnya adalah:
1) Jual beli dilihat dari obyek yang ditransaksikan sebagaimana pendapat

Ammi Nur Baits?

a) Tukar menukar uang dengan barang, Bai’ al mutlagah dalam bentuk
transaksi ini yang merupakan umum dilakukan oleh masyarakat dengan
kemudahan yang sebagai alat tukar jual beli

b) Tukar menukar barang dengan barang, dalam istilah di sebut jual beli
mugayadhah, jenis jual beli inilah yang di lakukan oleh masyarakat
masa silam untuk menutup kebutuhan, mengingat di masa silam belum
terdapat uang sebagai alat nilai tukar. Maka akad inilah yang di anggap
lazim oleh masyarakat dimasa itu.

¢) Tukar menukar uang dengan uang (sharaf) jenis jual beli ini lazimnya
dimasa modern ini dengan transaksi penukaran mata uang dari berbagai

Negara.

28 Ammi Nur Baits, Pengantar Figih Jual Beli & Harta Haram, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah
Jogja, 2022), 27.
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2) Jual beli dilihat cara penetapan harga, Adapan menurut Al Muslih dan Ash
shawi dalam Yazid Afandi menguraikan tentang macam-macam jual beli
berdasrkan standarisasi harga. Jual beli jenis berkaitan dengan keadaan
cara penentuan dan pembayaran harga yang disepakati.?®
a) Jual beli yang memberi kesempatan kepada calon pembeli untuk
menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi
harga beli ketika mendapatkan harga barang tersebut. Menurut Rahmat
Hidayat bahwa jual beli jenis ini di kenal sebagai musawamah yang
berarti tawar menawar yaitu jual beli yang penjual tidak menjelaskan
harga mendapatkan barang/ kulakan. Penjual hanya memberitahu
kepada pembeli harga jual barang tersebut. Dalam transaksi ini pembeli
bebas menawar harga barang yang akan dibelinya. Transaksi ini
menjadi dasar penamaan akad ini dengan musawamah karena secara
bahasa musawamah berarti tawar menawar. Harga penawarang barang
ditetapkan sesuai dengan kesepakan kedua belah pihak baik dengan
atau tanpa tawar menawar. Mekanisme transaksi ini yang umumnya
dilakukan di masyarakat.*°

b) Jual beli amanah, yaitu jual beli dalam mekanisme pihak penjual
memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya
penjual memperoleh laba. Jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi tiga

jenis;

29 M. Yazid Afandi, Figih Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57.
30 Rahmat Hidayat, Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah, (Medan: Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Sumatra Utara, 2020), 32.
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i. Murabahah; yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang
diketahui oleh penjual dan pembeli, sehingga pembeli mendapatkan
info terkait margin keuntungan, selanjutnya pilihan melanjutkan
transaksi atau tidak, di kembalikan kepada pembeli

ii. Jual beli wadli’ah; yaitu menjual barang dagangan dengan harga di
bawah modal pembelian (kulak) dan jumlah Kkerugian yang
diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima resiko
kerugian dari barang yang dijual.

iii. Jual beli tauliyah; yaitu jual beli dengan menjual barang dagangan
draw artinya yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual siap
menerima tanpa keuntungan dari transasksinya.

c) Jual Beli muzayadah (lelang); yakni jual beli dengan cara penjual
menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling melempar
tawaran dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli
sebelumnya, lalu si penjual akan menjual degan harga tertinggi dari
para pembeli tersebut. Metode transaksi jual beli ini disebut lelang,
pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual,
dan transaksi dapat dilakukan.

d) Jual beli munagadlah (obral); yakni pembeli menawarkan untuk
membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba
menawarkan daganganannya. Kemudian si pembeli akan membeli

dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.
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e) Jual beli muhathah; Jual beli barang dimana penjual menawarkan
potongan harga kepada pembeli.

3) Berdasarkan tempo penyerahan obyek jual beli adalah jenis jual beli yang
yang di lakukan dengan mekanisme penyerahan barang yang disepakati,
dalam transasksi ini terdapat peluang barang yang di serahkan di awal atau
diakhir  penyeleseian pembayaran, terdapat beberapa macam,
diantaranya:3!

a) Bai’ nagd atau jual beli tunai yaitu jual beli yang terjadi dengan
penyerahan barang dan pembayaran dilakukan di tempat transaksi (on
the spot) dan tidak ada penundaan ke lain waktu.

b) Bai’ Mu ajjal Al-Saman atau jual beli dengan penundaan pembayaran.
Jual beli ini dikenal juga dengan istilah bai* tagsidh atau jual beli kredit.

C) Bai’ Mu'ajjal Al-Musamman atau jual beli dengan penundaan
penyerahan barang. Jual beli model ini dikenal juga dengan istilah bai*

salam.

d) Bai’ Mu'ajjal ‘Audain atau jual beli dengan penundaan pembayaran
dan penyerahan barang secara bersamaan yang dikenal juga dengan jual

beli utang dengan utang. Jual beli model ini dihukumi haram oleh

sebahagian besar mayoritas ulama.

31 Rahmat Hidayat, Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah, (Medan: Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Sumatra Utara, 2020), 32.
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e. Jual Beli Dilarang
Hukum asal aktifitas muamalah adalah mubah berdasarkan ijma ulama
tentang hukum transksi jual beli. Akan tetapi tidak semua muamalah
dibolehkan dalam Islam, sehingga terdapat beberapa perintah untuk
meninggalkan jual beli yang dilarang karena beberapa indikasi, diantaranya
terkait obyek yang di larang di perjual belikan maupun akad yang membawa
peluang kedzaliman. Berikut ini beberapa jenis jual beli di larang dalam
Islam:
1) Dilarang karena barang/obyek membawa mudharat dalam syariat Islam
Barang yang diperjual belikan dihukumi haram dan barang najis
oleh oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar. Uraian
yang disampaikan Ru’fah Abdullah,* tentang jual beli ini menukil dari
Sabda Rasulullah saw bersabda: “Dari Jabir ra Rasulullah saw bersabda,
sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak
(khamer), bangkai, babi dan berhala.”
2) Jual beli dilarang terhadap obyek transaksi yang belum memenuhi kualitas
yang layak untuk diperjual belikan
a) Jual beli sperma (mani) hewan, yakni jual beli bibit hewan pejantan
dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram
hukumnya, karena sabda Rasulullah saw “Dari Ibnu Umar ra berkata:

Rasulllah saw telah melarang menjual mani binatang.”

32 Ru’fah Abdullah, Figih Muamalah, (Serang: Media Madani, 2018), 84.
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b) Jual beli mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belm layak
untuk diambil hasil sesuai masa panen , seperti menjual buah-buahan
yang masih hijau, Dalam transaksi ini terdapat dilarang karena buah
buahan tersebut masih belum jelasapakah tetap bertahan sampai masa
panen,

3) Jual beli dilarang karena melanggar prinsip syariah, diantaranya
melanggar prinsip saling ridho, melanggar terdapat unsur dzalim dan
melanggar terdapat unsur tipuan.

a) Jual beli muammasah, yaitu jual beli secara menyantuh kain yang
sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus
membeli , dalam transaksi ini terdapat keharusan membeli barang yang
disentuh sehingga pembeli tidak medapatkan alternatif ukuran maupun
jenis kai lainnya.

b) Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara melempar,
maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang
akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.

c) Jual beli muzaabanah, yaitu menjual barang yang basah dan yang
kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan
mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang. Dalam peristiwa ini

terjadi di masa Rasulullah SAW yang mendapati seseorang menjual

33 Ismail Pane,dkk, Figh Mua’malah Kontemporer, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini,
2021), 133.
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kurma basah dan kering, sementara kurma yang basah di letakkan
dibawah.

d) Jual beli muhagallah / bagallah tanah, sawah dan kebun maksudnya
jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti
wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak relaan
dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli
gharar.

Terdapat beberapa jenis transaksi jual beli yang dilarang dalam islam
yang berkaitan dengan akad yang menyelisihi syariat Islam diantaranya
adalah;3

a) Tadlis, yaitu sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang
melakukan aktifitas jual beli berusaha untuk menyembunyikan
informasi dari pihak yang lain bertujuan untuk menipu pihak tersebut
atas ketidaktahuan akan informasi objek transaksi yang
diperjualbelikanterkait ~ kuantitas,kualitas , harga bahkan waktu
penyerahan .

b) Ikhtikar adalah sebuah situasi di mana produsen/penjual menimbun
barang yang mestinya beredar di masyarakat . tujuan penjual
mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara
mengurangi stok agar harga produk yang dijualnya naik. Dan tujuan

lain agar menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli), kemudian

% Yudhi Yanuar Figri, “Transaksi yang di larang dakam Islam”, Jurnal: Al A’'mal, Jurnal
Manajemen Bisnis Syariah, Vol. 4, No.1, (Juli, 2024), 28-36.
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mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun

sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup tajam di pasar.

C) Bai’ Najasy adalah sebuah situasi di mana konsumen/pembeli

menciptakan peawaran palsu, seolah-olah ada banyak permintaan
terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik.
Menurut pejnjelasan lain Al-Najsyi adalah menaikkan harga suatu
barang dagangan yang ditunjukan untuk dijual bukan dengan niat
membeli, namun untuk menipu dan mempengaruhi orang lain agar ia
membelinya dengan harga tersebut. Sabda Nabi SAW: “Dari Ibnu

Umar sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli Najsyi”.*®

d) Jual beli Gharar, mempunyai makna bahaya atau resiko. Dalam proses

transaksi mengandung antara kepastian dan tidak pasti yang keduanya
samar , apakah menguntungkan pembeli dan merugikan pejnjual atau
sebaliknya baik dari pihak penjual ataupun pihak pembeli. Salah satu
contoh peristiwa dimasa Rasulullah SAW adalah larangan jual beli anak

unta dalam kandungan hingga unta melahirkan.®

e) Riba, adalah tindakan jual beli atau hutang piutang dengan mekanisme

peningkatan pendapatan secara tidak sah (bathil). Secara tegas riba di
haramkan dalam Al Quran. Al-Qur’an, kitab suci umat Islam, secara
jelas mengharamkan praktik riba. Dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran

ayat 130, Allah SWT berfirman:*“Wahai orangorang yang beriman,

3 Hairul Hidayah, Buku ajar Figih Ibadah dan Muamalah (Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022),

119.

% Raja Ritonga, dkk, “ Analisis Figh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang” Jurnal:
Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 03, No. 01, (April 2023), 30-42.
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janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah

kepada Allah agar kamu beruntung.” Riba memiliki dua jenis utama

antara lain: (1). Riba Al-Fadl (2). Riba Al-Nasi‘ah

f. Hak Khiyar Jual Beli

Jual beli yang di atur dalam Islam dengan aturan yang jelas bertujuan
supaya jual beli saling memberikan manfaat dan kebaikan. Nyatanya terapat
beberapa praktik jual beli yang di lakukan terdapat pihak-pihak yang
dirugikan. Sehingga menimbulkan kedzaliman dalam transaksi jual beli dan
kerugian bagi pihak lain. Islam mengaatur hak-hak antara penjual dan
pembeli dalam akad jual beli, yaktu hak khiyar. Dengan demikian khiyar
merupakan situasi atau keadaan yang menjadi ruang bagi penjual maupun
pembeli untuk merenungkan dan berfikir kembali terhadap transaksi yang di

lakukan.

5 AR G s o s e BB A 06 st 3 28 G

Sl b8 Ldhir 055 31 B T U ey o 06 gl e i o
Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah bin Sa’id], ia berkata: telah
menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abdullah bin Dinar] dari
[Ibnu Umar] dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Setiap
dua orang yang berjual beli memiliki hak memilih selama mereka
belum berpisah atau jual beli mereka dengan syarat adanya hak
memilih.”%’

Pengertian secara bahasa khyar adalah pilihan; sedangkan secara istilah
pengertian khiyar: adalah hak pilih bagi salah satu pihak bahkan kedua belah

pihak yang melaksanakan transasksi jual beli untuk melanjutkan dan

87Sunan Nasa’i 4404: https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/kitab/5:44?page_haditses=4 diakses 31
Januari 2026
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meneruskan atau membatalkan transaksi yang disetujui sebelumnya,
Sementara menurut syayid sabiq khiyar merupakan cara memilih yang paling
baik di antara dua perkara yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.
39 Sehingga dapat difahami bahwa khiyar merupakan bagian dari metode
dalam figh muamalah untuk memilih bagi penjual dan pembeli terhadap
transaksi jual beli yang disepakati untuk selajutnya transaksi tersebut
dilanjutkan atau di batalkan karena suatu keadaan tertentu.

Khiyar dalam jual beli terdapat beberapa macam, susuai dengan
mekanisme transaksi akad jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Sebagaimana pendapat Ummu Hani khiyar terdapat beberapa macam
Diantaranya adalah:*°
1) Khiyar Majlis adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli kedua belah pihak

yang bertransaksi untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad ,
selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah
badan. Khiyar majlis adalah khiyar yang di pengaruhi lokasi tempat
transaksinya jual beli. Dalam hal ini jika para pihak akan mmelakuan
transaksi  jual beli maka para pihak memiliki hak khiyar untuk
melanjutkan jual beli atau membatalkan selama para pihak tersebut masih
dalam lingkungan tempat transaksi jual beli tersebut (masih dalam
majelis). Pada hak ini transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila para

pihak yang melaksanakan akad sudah menentukan pilihan akan menjual

38 M. Yazid Afandi, Figih Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 70.

39 Syayid Sabig, Fikih Sunnah Jilid V,( Terjemah) (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 162.

40 Umi Hani, Buku Ajar Figih Muamalah, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 56.
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atau membeli. Maka berakhirnya khiyar ini ketika masing masing pihak
tela berpisah dari majelis akad tersebut.*!

2) Khiyar Ta'yin adalah khiyar dalam transaksi jual beli yang terletak pada
pihak bagi pembeli untuk menentukan barang yang berbeda kualitas dalam
jual beli. Dalam transaksi jual beli terdapat barang sejenis dengan kualitas
barang yang berbeda, pembeli meminta bantuan kepada ahl dibidang
barang tertentu untuk mendapatkan informasi barang dengan kualitas
terbaik.

3) Khiyar ‘Aib adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad
memilih haknya untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika
ditemukan aib/cacat dari salah satu barang yang dijual yang dijadikan alat
tukar-menukar yang tidak diketahui pemilikannya waktu akad. Penyebab
khiyar aib adalah adanya cacat pada barang yang dijual belikan. Menurut
ru’fah Abdullah Khiyar ‘aib adalah transaksi jual beli dengan akad khiyar
yang membolehkan salah pihak yang melakukan transaksi akad memiliki
hak untuk membatalkan atau ketika ditemukan ‘aib cacat dari salah satu
bagian barang.*?

4) Khiyar Syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang
berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli,
selama masih dalam tenggangan waktu yang ditentukan. Menurut

M.Yazid khiyar syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu

4 Intan Nur Apriliani, Nadya Salsabila, Putri Regina Wijaya,” Problematika Implementasi Khiyar
dalam Jual Beli On line”, Jurnal: Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah. Vol. 9, No.
1, (Januari 2023), 33-42.

42 Ru’fah Abdullah, Figih Muamalah, (Serang: Media Madani, 2018), 89.
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pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan
transaksi jual beli, selama tenggat waktu yang ditentukan. *® Dengan
demikian sebagaimana pemdapat ulama bahwa khiyar syarat ini
dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur
penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Termasuk bagian dari
khiyar syarat adalah Khiyar Naqd (kesanggupan Pembayaran) khiyar naqd
tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan
jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak
menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang
dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan
akad.

5) Khiyar Ru’yah adalah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap
melajutkan transaksi akad ketika pembeli melihat obyek akad, dengan
syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia
pernah melihatnya dalam batas waktu yang dimungkinkan telah terjadi
perubahan atasanya. Dalam transaksi ini semula pembeli hanya
mendapatkan informasi barang berdasarkan sifat-sifat yang di sampaikan
penjual. Adapun pembeli hanya melihat sekilas atau brosur-brosur yang
diamati. Posisi hak khiyar adalah sebagai penentu apakah akad dilajutkan
setelah pembeli melihat barang atau dibatalkan karena tidak sesuai dengan

sifat-sifat yang disampaikan.

4 M. Yazid Afandi, Figih Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 70.
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Islam telah mengatur sedemikian rupa dalam hubungan muamalah
antar pihak supaya tidak menimbulkan mudharat dintara penjual dan pembeli
di kemudian hari, diantara mudharat akibat jual beli adalah penyesalan
dikemudian hari, kerugian penjual aupun pembeli yang mengakibatkan
penyesalan bahkan ketidak adilan. Khiyar merupakan solusi dalam muamalah
jual beli yang memberikan ruang bagi penjual dan pembeli untuk
membatalkan atau meneruskan akad yang disepakati sebelumnya. Dalam
Islam konteks jual beli berpegang pada dalil kalam ilahi yakni jual beli
dengan saling ridha dengan konsep saling ridha (antaradhin).
g. Akad Jual Beli
akad merupakan salah satu komponen dalam figih muamalah khususnya
jual beli, dengan meletakkan akad antara penjual dan pembeli akan diketahui
maksud dan tujuan yang diinginkan terhadap transaksi jual beli tersebut,
khususnya akad jual beli terhadap kendaraan bermotor diperlukan kesepakatan-
kesepakatan yang yang dijadikan sandaran untuk mendapatkan keabsahan dalam
transaksi jual beli kendaraan tersebut. Cakupan jual beli kendaraan bermotor
selain surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor secara lengkap dan legal
selanjutnya dibutuhkan akad diantara kedua belah pihak untuk mencapai
kesepahaman dalam jual beli tersebut sehingga terbebas dari cacat hukum dan
sesuai dengan aturan-aturan syariah.
1) Pengertian Akad.
Akad secara bahasa adalah ikatan, kontrak dan perjanjian. Menurut

Ru’fah Abdullah akad merupakan berkumpulnya persyaratan serah dan terima
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atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan
kekuatan hokum.** Pengertian lain di ungkapkan oleh akad merupakan perikatan
ljab dan kabul yang dibenarkan syaraf yang menetapkan keridhaan kedua belah
pihak.* Dalam beberapa pengertian diatas maka dapat di sebutkan bahwa akad
merupakan perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak terhadap kesepahaman
yang berakibat hukum, kaitannya dengan akad jual beli maka akad jual beli
merupakan ikatan atau kesepakatan untuk meletakkan kesepahaman serah terima
harta dan barang dengan saling ridha terhadap perpindahan kepemilikan.
2) Rukun Akad
Rukun akad merupakan unsur-unsur pokok yang terdapat di dalam akad
yang harus dipenuhi unsur-unsur tersebut di dalamnya. Rukun mempengaruhi
terhadap keabsahan akad yang di lakukan dalam perikatan tersebut, sebagaimana
menurut uraian Qomarul Huda yang di kutip oleh Hariman Surya Siregar dan
Koko Khoerudin bahwa rukun akad meliputi:*®
a) Agqid, yaitu pihak yang melakukan akad dalam aspek ini dikenal agidain,
mengingat akad yang dilakukan dalam perikatan oleh dua orang atau lebih.
Maksud aqid adalah pihak-pihak baik perseorangan maupun badan
perseroan yang melakukan transaksi akad.
b) Ma’qud ‘alaih, merupakan obyek transaksi yang diakadkan oleh agidain.

Obyek transaksi dalam hal ini merupakan barang berharga yang diperjual

4 Ru’fah Abdullah, Figih Muamalah,(Banten: Media Madani, 2020), 43.

4 Andi Intan Cahyani, Figh Muamalah, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 32.

4 Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah, Teori dan Implementasi,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 35.
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belikan. Sifat penting dalam rukun ini adalah barang yang buat diserah

terimakan baik langsung maupun tidak langsung.

C) Maudhu’al- ‘agd, adalah tujuan pokok, maksud dengan tujuan pokok akad

d)

adalah dalam berbagai akad berdasarkan, maka berbeda pula tujuannya.
Adapun tujuan akad jual beli merupakan tujuan pemindahan hak milik
penjual berupa barang akan berpindah kepada pembeli dengan pengganti
berupa harga yang di sepakati.

Shighat al-‘agd, merupakan ijab dan gabul antara pihak-pihak yang
berakad, terutama penjual yang mengucapkan atau dengan sejenis ucapan
atau pengganti yang disepakati sebagai ijab, sementara gabul adalah

ucapan maupun yang disepakati sebagai pengganti gabul yang di sepakati.

3) Jenis-jenis Akad Jual beli

Macam-macam akad dalam konteks penelitian ini dicakupkan pada khusus

tentang akad jual beli yang berkaitan dengan transaksi kendaraan bermotor.

Adapun akad yang berhubungan dengan jual beli kendaraan bermotor terdapat

beberapa macam akad yang dipraktekkan oleh masyarakat.

a) Akad murabahah

Akad murabahah merupakan suatu perjanjian dan kesepahaman
bersama mengenai akad jual beli barang di mana pihak penjual
menyampaikan harga pokok pembelian dan menyampaikan harga dengan
margin keuntungan yang akan disampaikan kepada pembeli dengan
mempertegas antara harga pokok dan pembelian ini pada kesepahamannya

disepakati secara bersama-sama. Akad jual beli murabahah umumnya di
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praktikkan oleh lembaga keuangan syariah terhadapa pembiayaan nasabah
atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak, tidak menutup
kemungkinan bahwa madel akad jual beli ini di aplikasikan oleh masyarakat
yang menginginkan akad murabahah terhadap jual barang yang bernilai
rendah. Akad ini termasuk bagian jual beli amanah, yaitu jual beli dalam
mekanisme pihak penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya
dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli jenis ini
merupakan salah satu diantara tiga jenis yaitu jual beli dengan akad
Murabahabh; yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui
oleh penjual dan pembeli, uraian menurut zulhamdi dan muhammadiah
penjual meletakkan keterbukaan sehingga pembeli mendapatkan info terkait
margin keuntungan, selanjutnya pilihan melanjutkan transaksi atau tidak, di
kembalikan kepada pembeli atas akad tersebut.*’
b) Akad Salam

Akad salam merupakan akad dengan mekanisme jual beli di mana
pembeli menyerahkan sejumlah harga yang telah disepakati dan
mendapatkan barang yang diinginkan dalam jual beli tersebut pada saat
penyerahan di waktu yang akan datang Adapun dengan cara jual beli salam
seseorang akan mendapatkan barang tidak secara langsung ketika
penyerahan uang sebagai harga yang telah ditetapkan melainkan akan

diserahkan di waktu yang akan datang mekanisme dalam akad ini penjual

47 Muhammad Igbal dan Chaliddin, “Akad Murabahah dalam Islam.” Jurnal : Al Hiwalah, Sharia
Economic Law, Vol. 1, No.2, (Juli-Desember, 2022), 143-156.
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dan pembeli sering memahami satu sama lain tentang jenis barang ukuran
barang dan spesifikasi yang lain yang telah ditetapkan dan disepahami dan
disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilakukan pembayaran di awal dan
barang yang dibeli diserahkan pada saat yang akan datang maka inilah
disebut dengan jual beli salam. Dasar hukum akad jual beli salam dalam

firman Allah :

&£

E{,;L?rﬁw}ff‘. &5 o}Mﬂ; SER PN Jj oy AT 1) 3l UJ,U\ Y
OO j.wb

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan

benar.*®
Dasar hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Dengan
Materi Muatan Pokok bahwa Jual Beli Salam adalah jual beli barang dengan
cara pemesanan dan pembayaranharga lebih dahulu dengan syarat-syarat
tertentu.

c) Akad istishna’

Jual beli dengan akad Istishna adalah suatu transaksi jual beli terhadap
pemesanan produk-produk tertentu di mana detail ukuran dan spesifikasi
yang lain terhadap produk yang diinginkan oleh pembeli disesuaikan atas
kriteria-kriteria yang telah diajukan oleh pembeli dan disepakati oleh penjual
untuk dilakukan transaksi jual beli pemesanan Adapun pembayaran dalam

akad Istishna dapat dilakukan pembayaran di awal sementara penyerahan

barang tetap harus menunggu sebagaimana proses detail-detail kriteria yang

4 Al-Quran, 2:282
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telah ditetapkan oleh pembeli dan diserah terimakan pada saat yang akan
datang. Adapun dalam kesepakatan jual beli Istishna ini menurut pendapat
Marlya Fatira bahwa mengenai tata cara pembayaran dan serah terima dalam
akad ini dapat dipahami bahwa pembayaran dilakukan di all transaksi ataukah
dengan angsuran bahkan akan terbayar secara tunai di saat penyerahan maka
dalam akad ini menyesuaikan atas dasar kesepakatan bersama.*®

Adapun dasar hukum yang menaungi akad ini adalah Fatwa DSN-MUI
No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Materi Muatan Pokok Istishna’ ( ¢ c=is¥!) yaitu
akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan
kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli,
mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’).

2. Islamic Corporate governance (ICG)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 menunjukkan kurva
kenaikan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dilaporkan
bahwa pada triwulan 111 terhadap triwulan 1l tahun 2025 mengalmai pertumbuhan
1,43 persen ( g-to-q ) dari sisi produksi, Sampai dengan triwulan 111 tahun 2025
ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen. Perkembangan
dan pertumbuhan yang signifikan mengalami peningkatan ini tidak lepas dari peran
berbagai sektor yang menunjang ekonomi. Termasuk perkembangan dalam dunia
bisnis yang dinamis pada saat ini baik di sektor pedagangan maupun perusahaan.

Trend kenaikan dalam produksi dan perdagangan harus diimbangi dengan

49 Marlya Fatira AK, Ekonomi Syariah, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), 276.
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manajemen dan tata kelola yang baik dalam pengelolaannya. Sementara tata kelola
yang baik cenderung taat pada aturan-aturan dan norma-norma yang mengarah pada
pengelolaa yang akuntable. Krisis meneter pada tahun 1997-1998 berdampak besar
bagi rakyat Indonesia pada sektor ekonomi, dan politik. Beberapa pakar ekonomi
berpendapat bahwa kekurangan institusional dan peraturan bank sentral yang tidak
sempurna, kurangnya peraturan keuangan sebagamana pendapat Hartono &
Ehrmann,* Sejak itu, Indonesia mulai menyadari pentingnya tata kelola perusahaan
dan melakukan sejumlah upaya perbaikan baik dari unsur pemerintah dan lembaga
swasta

a. Pengertian Islamic Corporate Governance (ICG)

Pengertian tata kelola Islami Islamic Corporate Governance (ICG) tidak
lepas dari tata kelola usaha yang baik Good Corporate Governance (GCG).
Dengan demikian bahwa Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan
tindak lanjut perkembangan Good Corporate Governance (GCG). Untuk
memahami secara menyeluruh perlu mengetahui lebih dulu tentang tata kelola
usaha dalam konteks bisnis. Menurut Dwi Novita Sari, Kavita Sapna
Previdayana, Mohamad Djasuli®* bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah
suatu sistem pengaturan hubungan antara perusahaan dengan pemangku

kepentingannya dengan tujuan mencapai kinerja perusahaan yang optimal

%0 Riki Martusa, Joni, Se Tin, Tata Kelola Perusahaan: Sebuah Perspektif Sustainability,
(Yogyakarta: Andi Offset, 2023), 11.

! Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana, Mohamad Djasuli, “ Implementasi Prinsip
Transparansi Dalam Kaidah Islam”, Jurnal: Ekonomika Dan Bisnis (JEBS). Vol. 2, No. 3,
(November 2022), 911-915
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dengan cara yang tidak merugikan pemangku kepentingan. perusahaan dan
masyarakat sekitar.

Pengertian tata kelola adalah prosedur yang dipergunakan untuk
mengarahkan dan mengoperasikan aktivitas bisnis perusahaan. Tata kelola
mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban pihak-pihak dalam entitas
terhadap kehidupan badan usaha, termasuk para pemegang saham, dewan
pengurus, manajer dan semua anggota stakeholders non-pemegang saham.>?
Sebagaimana menurut Rahadatul Aisy, Good Corporate Governance ( GCG )
dalam konteks perusahaan, termasuk perbankan syariah, merupakan struktur dan
tata cara yang bertujuan untuk mengatur perusahaan secara efektif dan efisien,
sehingga dapat menciptakan perhitungan tingkat ekonomi jangka panjang yang
bermanfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.>® Adapun
menurut Mukhtaruddin tata kelola perusahaan Corporate Governance (CG)
mencakup serangkaian tata peraturan yang mendefinisikan hubungan antara
pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku
kepentingan internal dan eksternal lainnya terkait hak dan kewajiban mereka.>*

Definisi tata kelola dalam berbagai bidang telah diuraikan dalam aturan

negara dalam bentuk perundang-undangan, diantaranya adalah :

52 Dahmiri, Rista Aldilla Syafri, Idham Khalik, Tata Kelola Manajemen Bisnis Industri Kecil
Menengah,(Indramayu, CV. Adanu Abimata, 2023), 6

% Rahadatul Aisy, “ Implementasi Good Corporate Governance(GCG) dalam Pandangan
Syariah”, Jurnal AT TAJIR Jurnal Manajemen Bisnis Syariah VVolume. 2, No.2, (Februari 2025),
45-56

54 Mukhtaruddin, * Islamic Corporate Governance: A Rahmatan lil Alamin”, Jurnal: Akademi
Akuntansi dan Studi Keuangan, Vol. 26, Edisi. 2, (2022), 1-10
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1) Peraturan otoritas jasa keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
tentang Penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah, menyatakan
bahwa tata kelola syariah pada bank adalah struktur, proses, dan mekanisme
pengelolaan bank untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha bank
sesuai dengan prinsip syariah.

2) Peraturan Menteri Keuangan Republic Indonesia Nomoe 88/PMK.06/2015
tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan
perseroan( Persero ) dibawah pembinaan dan pengawasan menteri keuangan,
dalam peraturan ini diuraikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance) adalah suatu sistem yang dirancang - untuk
mengarahkan pengelolaan perusahaan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan
kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang
memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan
kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-
praktik yang berlaku umum.

3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
1/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara diuraikan bahwa tata kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) selanjutnya disebut
GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme
pengelolaan perusahan berlandaskan peraturan perundang-undangandan etika

berusaha.
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4) Keputusan Menteri Bdan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-
MBU/2002 tentang Penerapan praktek Good Corporate Governance Pada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diuraikan bahwa Corporate
Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ
BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan
guna mewujudkan nilai pemegangsaham dalam jangka panjangdengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan
perundangan dan nilai-nilai etika.

Dari beberapa uraian diatas bahwa tata kelola bahwa penjabaran tentang
tata kelola dalam berbagai bidang akan mengarah pada tata kelola Islami yang
di kenal Islamic Corporate Governance (ICG). Terdapat beberapa istilah dengan
redaksi berbeda dengan subtansi yang sama tentang tata kelola Islam dakam
konteks bisnis Islamic Corporate Governance (ICG di sebut sistem tata kelola
perusahaan Islam, dalam konteks lembaga keuangan disebut (ICG) Good
Corporate Governance dalam pandangan syariah dan istilah baru Good
Corporate Governance (GCG) yang bersumber dari ajaran Islam

Tata kelola yang dikenal dalam pandangan umum berbeda dengan tata
kelola dalam persepektif islam, salah satu letak perbedaan diantaranya adalah
moral dan etika yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits dan nilai tauhid
ilahiyah.

sS85 S e ) Sbte Okl ditgs il il i ik s

Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
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dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

°o%
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Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian

melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan

sempurna/profesional (itgan).>®

Menurut Najmudin yang dikutip olen Hikmah Endraswati corporate
governance dalam Islam adalah aturan yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan untuk memenuhi tujuan bidang usaha dengan melindungi
kepentingan dan hak semua pengampu kepentingan dengan menggunakan
metode dasar pengambilan keputusan berdasarkan Islam yang didasarkan pada
ketauhidan Allah. >’ Menurut Bhatti dalam Anindhita mengartikan bahwa
Islamic Corporate Governance (ICG) sebagai teknik prosedur manajemen
berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, yang mengharuskan kegiatan bisnis
dan tata laksana didasarkan pada nilai-nilai dan moral syariah.®® Sementara
menurut Ahmad Shodiq bahwa Islamic corporate governance merupakan

turunan rancangan dari good corporate governance dan mempunyai tujuan yang

sama dengan GCG konvensional. Tetapi yang membedakan adalah bahwa

5 Al Quran, 5:105

% HR Abu Ya'la al-Mawsili (4386), al-Tabarani dalam al-Mu'jam al-Awsat (897), dan al-Bayhaqi
dalam Syu'ab al-Iman (4929). http://www.kajianweb.com/2025/01/Profesional.html

5 Hikmah Endraswati, “ Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang
Akan Datang”, Jurnal : Mugtasid, Vol. 6, No. 2, (Desember 2015), 89-108.

% Anindhita Fadia Haya, Santi Indrawati, Mohamad Djasuli,” Analisis Islamic Corporate
Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan Perbankan Syariah”, Jurnal:
Ekonomika Dan Bisnis (JEBS), Vol. 2 No. 3, (November 2022), 879-882.
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Islamic corporate governance berdasarkani dengan hukum-hukum Islam.®® Dari
beberapa uraian pakar tentang tata kelola dalam persepektif syariat islam bahwa
Islamic Corporate Governance adalah teknik prosedur pengelolaan badan usaha
dengan menggabungkan nilai-nilai syariat Islam dalam prinsip tata kelola yang
baik meliputi kejujuran, tranparansi, keterbukaan dan keadilah serta tanggung
jawab yang sejalan dengan aturan syariat Islam berdasarkan akhlaqul karimah
dan tauhid ilahiyah.
b. Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Prinsip merupakan asas mendasar yang menjadi pedoman dan landasan
untuk berfikir serta mengambil tindakan yang berpegang teguh sebagai panduan
perilaku dan sikap hidup, dengan prinsip yang di pertahankan sebagai cara
berfikir fundamental, diharapkan setiap aktifitas terarah dan terukur. Demikian
pula dengan sikap dalam tata kelola yang baik terhadan aktifitas usaha dan
bisnis. Untuk memahami prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance, maka
perlu memahami tentang prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai
pengantar memahami lebih lanjut tentang tata kelola perspektif syariat Islam.
Menurut Rahadatul Aisy terdapat lima prinsip Good Corporate Governance,
diantaranya: akuntabilitas  (accountability),  pertanggungjawaban
(responsibility), kemandirian (independency), kesetaraan/keadilan (fairness),

keterbukaan (transparancy).®® Penjabaran sejenis tentang prinsip tata kelola yang

% Ahmad Shodig, “ Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT
NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung ”, Jurnal: The Internastional Journal of
Applied Business, Vol. 1, No. 2, (November 2017), 32-38.

60 Rahadatul Aisy, “ Implementasi Good Corporate Governance(GCG) dalam Pandangan Syariah”,
Jurnal AT TAJIR Jurnal Manajemen Bisnis Syariah Volume. 2, No.2, (Februari 2025), 45-56
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baik dalam perusahaan diungkapkan oleh Shofia Mauizotun Hasanah dan Romi
Kurniawan dengan lima prinsip Good Corporate Governance.5!
c. Prinsip Islamic Corporate Governance (ICG)

Dalam pandangan islam tata kelola perspektif Islam adalah bagian dari
kontruksi tata kelola yang menggabungkan atribut-atribut syariat Islam ke dalam
operasional perseroan, berlandaskan tauhid ilahiyah dan ketagwaan serta nilai-
nila luhur akhlaqul karimah yang membawa maslahat dan keseimbangan bagi
semua pemangku kepentingan denagn tetap patuh pada aturan-aturan syariah.

Prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance menurut Mugqorobin
sebagaimana yang dikutip oleh Shofia Mauizotun Hasanah dan Romi Kurniawan
menyatakan bahwa tata kelola syariat Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip
berikut ini:%2
1) Tauhid, merupakan sumber tertinggi dari semua ajaran dalam Islam.

Mengantarkan pada pemahaman bahwa semua milik Allah. Tauhid
merupakan asas menyeluruh dari konsep-konsepkegiatan ibadah maupun
muamalah. Sekaligus membentuk kontruksi etika bisnis dalam islam, dalam
kontek bisnis dan perdagangan tauhid mendorong akuntabilitas secara

vertical dan horizontal. Sebagaimana firman Allah
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61 Shofia Mauizotun Hasanah dan Romi Kurniawan,” Konsep Islamic Corporate Governance’,
Jurnal: Igtishaduna, Vol. 10 No. 1, (Juni 2019), 31-54
62 |bid, 31-54
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Sungguh, jika engkau (Nabi Muhammad) bertanya kepada mereka
(kaum musyrik Makkah) siapa yang menciptakan langit dan bumi,
niscaya mereka menjawab, “Allah.” Katakanlah, “Kalau begitu, tahukah
kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah jika Allah hendak
mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka (sesembahan itu)
mampu menghilangkan bencana itu atau jika Allah hendak memberi
rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya?”
Katakanlah, “Cukuplah Allah (sebagai pelindung) bagiku. Hanya
kepada-Nya orang-orang yang bertawakal berserah diri.”®3

2) Tagwa dan ridha merupakan dasar tagwa dan ridha menjadi prinsip utama
kokohnya kontruksi Islam dalam bentuk apapun, tagwa adalah kepatuhan
hamba kepada Allah dalam segala hal. Ridha adalah kerelaan atas semuata
ketetapan Allah atas hambanya. Prinsip ini mengantarkan dalam pengambilan
keputusan dalam aktivitas perusahaan terikat dengan atribut-atribut ilahiyah.

Allah berfirman :

-
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Maka, apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya (masjid) atas

dasar takwa kepada Allah dan rida(-Nya) itu lebih baik, ataukah orang-

orang yang mendirikan bangunannya di sisi tepian jurang yang nyaris

runtuh, lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam

neraka Jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang
zalim.%

3) Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan) adalah prinsip fundamental dalam

tata kelola yang baik dalam perspektif Islam yang memberikan dorongan
bahwa perseroan dalam operasi dan aktivitasnya tidak hanya mementingkan
pemangku kepentingan semata pemegang saham, melainkan meletakkan
keseimbangan atas semua organ perusahaan yang mempunyai peran bersama

memajukan usaha, dalam kontek bisnis dan perdagangan prinsip ini tidak

83 Al Quran, 39:38
6 Al Quran, 9:109
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hanya focus pada profit oriented, melainkan meletakkan tanggung jawab
moral, social dan lingkungan. Allah berfirman:
- ° P P o Lo _ & b ° . p .
Y5 Lazgly Sl 1sA3ls OO (3 158k YT OOl o35 Leas; slatis
Sl 1535
Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan
(keadilan dan keseimbangan). Agar kamu tidak melampaui batas dalam

timbangan. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu
mengurangi timbangan itu.®®

4) Kemaslahatan Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan
(kesejahteraan) dunia dan akhirat. Segala bentuk kegiatan perusahaan
berorientasi pada Tuhan semesta alam sebagai pemilik tunggal. Mengarahkan
perseroan beroperasi secara etis dan syariah. Prinsip ini tertuang dalam
magasid syariah yakni :

a) Pemeliharaan agama (hifdzud-din)
b) Pemeliharaan jiwa (hifhzun-nafs)
c) Pemeliharaan akal (hifhzul-‘aql)
d) Pemeliharaan keturunan (hifhzun-nasl)
e) Pemeliharaan harta benda (hifhzul-maal)
Prinsip Islamic corporate governance (ICG) sebagaimana yang diuraikan
oleh Hikmah Endraswati terdapat empat aspek.%®

1) Shiddiq, berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah sesuai dengan

kondisi yang sebenarnya. Jujur adalah pondasi utama sebagai integritas

seorang muslim yang berkarya dalam sebuah perseroan. Dengan sifat yang

8 Al Quran 55;7-9
 Hikmah Endraswati, “ Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang
Akan Datang”, Jurnal : Mugtasid, Vol. 6, No. 2, (Desember 2015), 89-108
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mengarahkan dalam kejujuran di harapkan setiap pelaksana perusahaan
dengan berbagai tingkatan, baik tingkat pimpinan manajemen sampai
pelaksana operasional.Perintah Allah kepada manusia supaya melaksanakan

perintah jujur dalam segala hal.

Eall g 1535 T 18T ke 5,01 58
Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.®’
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Hendaknya kalian jujur karena kejujuran itu menuntun kepada kebaikan

dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan ke surga. Seseorang akan
selalu jujur dan berusaha untuk jujur sehinga dicatat di sisi Allah
sebagai orang jujur. Sebaliknya, jauhilah dusta karena dusta itu
menjerumuskan kepada kedurhakaan dan sesungguhnya kedurhakaan

itu menjerumuskan ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta dan
berupaya untuk berdusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.®®

2) Amanah, berarti dapat dipercaya, tidak menyelisihi perjanjian yang telah
disepakati dalam kontrak bersama. Amanah berarti komitmen dalam
bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan
sebaik-baiknya. Nilai dalam prinsip ini dapat di implementasikan melalui
sikap bertanggung jawap, jujur dan disiplin dalam segala hal yang berkaitan

dengan tugas yang diemban. Allah berfirman:

67 Al-Quran 5:119
8 Sahih Muslim — 2607. https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5504
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.®°
Amanah bagian dari accountability merupakan kejelasan mengenai
kontruksi, sistem dan pertanggung jawaban dalam suatu entitas guna
menjalankan fungsi organisasi lebih efektif dan efisien. Amanah bagian dari
nilai ini yang terpercaya dan terbuka dalam segala hal sesuai dengan koridor
syariah. Dengan amanah di harapkan menjalankan sebuah entitas diperlukan
kemampuan dalam mengelolanya.”® Amanah menjadi landaan spiritual bagi
semua pihak yang berkepentingan dalam membangun bersama perseroan,
dengan amanah terwujud akuntabilitas yang menjadi pedoman bersama untuk
saling mempercayai. Amanah bagian dari etika dan sikap hidup seorang
muslim.
3) Fathanah, berarti cerdas. Pengamatan tentang corporate governance yang
dikaitkan dengan kecerdasan atau kompetensi dapat dilihat dari sifat
kepemimpinan yang bijaksana dan dengan sifat tersebut mampu membaca

peluang serta tantangan. Nilai-nilai ini di harapkan mampu mengelola

kepemimpinan perusahaan sesuai dengn aturan syariah serta menjalankan

8 Al-Quran 4:57
0 Hesti Eka Tri Nur ‘Aini, Menik Puji Rahayu, Mohamad Djasuli,” Meneladani Kepemimpinan

Nabi Muhammad SAW dalam Prinsip Good Corporate Governance”, Jurnal : Ekonomika Dan
Bisnis (JEBS), Vol. 2, No. 3, (November 2022), 715-719.
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tanggung jawab secara efektif. Dengan fathanah yang dimiliki, maka
problematika perseroan akan teratasi, sehingga aktifitas di lapangan dan
profit perusahaan diharapkan mengalami kemajuan yang signifikan. Allah
berfirman:

Itulah keterangan yang Kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk

menghadapi kaumnya. Kami tinggikan orang yang Kami kehendaki

beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Mahabijaksana lagi Maha

Mengetahui.”

Anugerah Allah berupa kecerdasan yang didasarkan pada tanggung
jawab dan spirit amal shalaih akan mengarahkan pada jalan yang yang benar
dlam kehidupan yang dijalani, termasuk dalam tata kelola perusahaan tidak
hanya profit oriented semata tetapi berorientasi pada ajaran-ajaran islam yang
luhur dengan mengedepankan keimanan dan ketagwaan, sehingga mampu
mengantarkan keadilan bagi semua pihak. Hubungan antara sifat fathanah dan
prinsip tata kelola di uangkap dalam Suga Annisa Filail, Sinta Putri
Dharmayanti, Mohamad Djasuli dengan menguraikan bahwa ifat fathanah
terkandung dalam tata kelola yang baik dalam perusahaan termasuk dalam
aspek kewajaran yang meliputi kehati-hatian dan teliti dalam menganbil
keputusan. Sifat fathanah merupakan keteladanan Rasulullah SAW sejalan

dengan tata kelola yang baik, sehingga perusahaan dapat menjalankan

perusahaan secara professional yang diperkaya dengan spirit spiritual dan

1 Al-Quran 6:83
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dimensi islam sehingga perusahaan dapat mencapai kinerja perusahaan yang
lebih baik lagi."

4) Tablig, berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran
dalam konteks tata kelola persahaan dengan transparan. Yaitu memberikan
informasi tata kelola dalam pelaporan yang akuntabel. Nilai ini termasuk
dalam kejujuran menyampaikan informasi operasional perusahaan dengan
benar dengan menghindari manipulasi informasi maupun pelaporan.
Mewujudkan prinsip tabligh dalam dimensi keimanan bahwa semua yang di
lakukan oleh manusia dalam setiap aktivitas ibaah maupun muamalah tidak
lepas dari pegawaan Allah. Dalam prinsip ini dapat membangun kepercayaan
dari semua pemangku kepentingan diperusahaan dengan integritas kepatuhan
syariah dan integritas etika agama.

0 saksg 203 8 bl OV V38 il 8 0 i g
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Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan
ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia (Allah) akan
memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang

menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia menang dengan
kemenangan yang besar.”

Di ungkapkan oleh Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana,
Mohamad Djasuli bahwa asas prinsip transparansi adalah bahwa perusahaan
harus menyampaikan informasi yang penting dan relevan sesuai dengan data

tertilis dan data lapangann kepada stakeholder dan semua pemangku

2 Suga Annisa Filail, Sinta Putri Dharmayanti, Mohamad Djasuli, “Analisis Lima Prinsip GCG
Dalam Implementasi Sifat Nabi Muhammad SAW?”, Jurnal: Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)
Vol. 2, No. 3, (November 2022), 696-702.

3 Al-Quran, 33:70
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kepentingan dalam menjalankan operasi usahanya, . Selain itu, perusahaan
harus secara sukarela mengungkapkan tidak hanya apa yang diwajibkan oleh
legalitas regulasi , tetapi pula terkait dengan keputusan pemegang saham,
kreditur, serta pemangku kepentingan lainny.’# Prinsip tabligh mengantarkan
pelaku usaha di perseroan membangun komitmen moral, etika dan spiritual
untuk bersikap dan berbuat yang benar, dalam dunia bisnis dan perdagangan,
prinsip ini mengarahkan pada tiap individu beraktivitas dalam dunia kerja
sesuai dengan regulasi regulasi dan aturan perusahaan.

Menurut Reza Widhar Pahlevi prinsip tata kelola Islamic corporate
governance sebagaimana prinsip yang di uraikan Good corporate governance
yang terdiri dari lima aspek transparansi (transparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi
(independency) kewajaran (fairness),” dalam agama islam mengajak pengikut-
pengikutnya berbuat adil pada setiap perkara-perkara diantaranya agidah, syariat
dan akhlag sebagaimana firman Allah.

1 e o 6 1S40 V5o bonlly 1igh ) s 1557100 2l G

Oplss ey Sl Byl 1805 L3 5 st s
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”®

™ Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana, Mohamad Djasuli, “ Implementasi Prinsip
Transparansi Dalam Kaidah Islam”, Jurnal: Ekonomika Dan Bisnis (JEBS). Vol. 2, No. 3,
(November 2022), 911-915

> Reza Widhar Pahlevi, Islamic Corporate Governance Konsep Dasar dan Implementasi Nilai-
Nilai Syariah, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2021), 27

6 Al-Quran 5:8
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Adapun tentang kesetaraan yang mengharuskan perusahaan dan organ
perusahaan atau organisasi adil dalam segala hal yang dikaitkan denga
pengelolaan perusahaan, sementara dalam pandanganya terkait prinsi-prinsip
syariah terdapat pada pelaksanaan dari system syariah, sementara pelaksanaan
system syariah dilihat dengan dua aspek, yakni aspek mikro dan makro.

Menurut pandangannya aspek mikro terdapat pada sifat-sifat
Rasulullah SAW yang diadopsi dalam karakter prinsip Islamic Corporate
Governance. Pertama: siddiq (kejujuran), Nilai memastikan bahwa tata kelola
perseroan atau organisasi dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi
nilai kejujuran. Kedua; Amanah (menjaga kepercayaan), nilai ini senantiasa
istigamah dalam kehatia-hatian dan kejujuran dalam mengelola perseroan untuk
di jalankan secara optimal untuk saling mempercayai. Ketiga; Fathanah (cerdas
dan professional), nilai ini membawa pada kondisi memastikan bahwa tata
kelola perusahaan dilaksanakan dengan professional dan kompetitif dengan
menghasilkan nilai keuntungan maksimal demi kemakmuran bersama. Keempat;
Tabligh (terbuka),nilai ini mengarah pada system berkelanjutan dan selalu
melakukan sosialisasi dan edukasi terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap

syariat dalam tata kelola perusahaan.

B. Kajian Konseptual.

Kajian konseptual dalam penelitian analisis pola jual beli kendaraan bermotor
perspektif Islamic corporate governance ini terletak pada analisis konsep dan teori
yang searah dan relevan dengan penelitian yang telah digunakan sebagai bahan

rujukan kajian konseptual. Penelitian ini merujuk dari beberapa penelitian terdahulu
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mengenai kajian teknis dan akad jual beli kendaraan bermotor, kajian pola jual beli
kendaraan secara kredit, kajian hukum Islam terhadap jual beli sistem take over,
kajian analisis kredit kendaraan bermotor melalui leasing, kajian praktek
pembayaran angsuran jual beli kendaraan secara kredit, kajian pengalihan jual beli
kendaraan bermotor di bawah tangan, kajian model jual beli kredit pada lembaga
keuangan syariah non bank, kajian jual beli kredit sistem hiwalah, kajian aspek
hukum jual beli korelasi dengan perilaku muslim, kajian kredit kontemporer.

Kajian konseptual yang diawali dengan penelitian terdahulu terdapat
beberapa kemudahan dan keuntungan yang bisa dipraktekkan oleh peneliti. Kajian
terhadap penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai: Penelitian terdahulu sebagai
bahan pembanding landasan teoritis, Penelitian terdahulu memperdalam dan
memperkuat penelitian baru, Penelitian terdahulu diharapkan terhindar dari
pengulangan pengulangan atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
Penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti secara langsung maupun tidak
langsung pernah dilakukan oleh peneliti di masa lampau dengan judul maupun tema
yang sama serta Penelitian terdahulu sebagai support untuk mengidentifikasi
kemungkinan ada celah-celah penelitian yang belum diungkap selama ini.

Kajian konseptual dalam penelitian analisis pola jual beli kendaraan bermotor
perspektif Islamic corporate governance ini terletak pada analisis konsep dan teori
yang searah dan relevan dengan penelitian yang telah digunakan sebagai bahan
rujukan kajian konseptual. Terdapat 10 penelitian terdahulu yang searah dan
relevan Dalam penelitian ini agar lebih mudah meletakkan kajian konseptual

penelitian terdahulu diklasifikasikan menjadi tiga bagian, pertama, Jual beli
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kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan, kedua, Jual beli kendaraan
bermotor dengan pendekatan figih muamalah, ketiga, Jual beli kendaraan bermotor

dengan pendekatan teknis praktek jual beli kendaraan bermotor.



